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Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-
orang yang boleh atau tidak boleh dilakukan karena sebagai suatu anggota masyarakat, 
sedangkan tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, dan tata tertib dalam 
masyarakat itu. Tindak pidana menurut adalah  suatu tindakan atau perbuatan yang 
dilakukan oleh manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum 
pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum pidana dan 
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Adapun 
masalah tentang tindak pidana yang peneliti kaji dalam hal ini adalah pencurian kotak 
amal masjid, dan siapapun yang melakukan pencurian baik dilakukan oleh aparat 
penengak hukum maupun warga sipil, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dapat 
diancam dengan sanksi pidana penjara atau pidana kurungan. Berkaitan dengan tindak 
pidana pencurian ini telah diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Salah satu kasus 
pencurian yang ditangani dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso adalah 
kasus pencurian kotak amal yang dilakukan oleh Agung Wicaksono di Masjid Al-
khadijah Bondowoso. Sehingga menurut peneliti sangat menarik apabila pencurian 
kotak amal ini dikaji dan dipelajari lebih mendalam berdasarkan hukum pidana Islam 
dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia. 
Maka dengan ini peneliti mengambil fokus penelitian ini yaitu: 1). bagaimana 
deskripsi tentang tindak pidana pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw, 2). bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap 
tindak pidana pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw, 
3). bagaimana analisis komparasi antara fiqih jinayah dan hukum positif terhadap 
putusan Majelis Hakim tentang tindak pidana pencurian kotak amal dalam putusan 
Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw. Dengan tujuan penelitian yaitu: 1). Untuk 
mengetahui deskripsi tentang tindak pidana pencurian kotak amal dalam putusan 
Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw, 2). Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis 
Hakim terhadap tindak pidana pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw, 3). Untuk mengetahui analisis komparasi antara fiqih jinayah 
dan hukum posistif terhadap putusan Majelis Hakim tentang tindak pidana pencurian 
kotak amal dalam putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw. 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 
permasalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka 
akan tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan mentelaah secara komparasi antara 
fiqih jinayah dan hukum positif terhadap tindak pidana pencurian kotak amal yang 
telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Dengan teknik 
pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian yang ditemukan oleh peneliti diantaranya: 1) kotak amal yang berada 
di teras Masjid Al-Khodijah  telah ambil oleh Agung Wicaksono berdasarkan alat 
bukti yang berupa CCTV dan juga keterangan para saksi. 2) Majelis Hakim dalam 
persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf  kepada terdakwa dan 
terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. 3). Menurut hukum positif 
pencurian kotak amal masjid ini termasuk kategori pencurian dalam keadaan 
memberatkan. Karena menurut Majelis Hakim melanggar Pasal 363 Ayat (1) Bagian 
ke 5 KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi 
dalam putusan Pengadilan Negeri Bondowoso memutuskan perkara tersebut hanya 
dijatuhi hukuman penjara selama 10 sepuluh bulan dan dikenakan biaya perkara 
sebesar 5.000 lima ribu rupiah. Sedangkan menurut pandangan Islam, menurut peneliti 
kasus ini tidak termasuk pencurian yang dikenai hukuaman had karena tidak terpenuhi 
syarat dan rukunnya sehingga hukuman yang paling pantas adalah hukuman ta’zir, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 
orang-orang yang boleh atau tidak boleh dilakukan karena sebagai suatu 
anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum adalah mengadakan 
keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Masing-masing 
anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka 
warna. Wujud dan kepentingan ini tergantung dari wujud dan sifat 




Manusia pada hakikatnya memiliki hawa nafsu yang masing-masing 
menimbulkan keinginan untuk mendapat kepuasan dalam hidupnya sehari-hari 
yang mana pada ahirnya melanggar sebuah peraturan, supaya segala 
kepentingan terpelihara sebaik-baiknya maka keinginan itu harus sedemikian 
matang sehingga menimbulkan berbagai usaha untuk melaksanakannya, 
karena disitulah mulai ada pemberontakan antara berbagai kepentingan para 
anggota masyarakat, yang kemudian di ikuti bentrokan antara orang-orangnya 
para anggota masyarakat itu.
2
 
Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah 
prilaku dalam kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang 
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 Wirjono Prodjodikoro,  Perbuatan Melanggar Hukum (Bandung: CV Bandar Maju, 2000), 3. 
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telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi didalam 
bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal 
sebagai soft development, dimana hukum tertentu yang dibentuk dan 
diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul 
apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor 
tersebut diatas dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para 
pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain didalam masyarakat. 
Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan karena merupakan suatu 
kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa 
mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
3
 
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan 
kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut 
diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang 
bersangkutan. Jadi, dapat disumpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah 
untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan 
perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat 
akan tentram dan aman. Namun pada hakikatnya yang terjadi dikalangan 
masyarat banyak orang yang melanggar peraturan yang sudah di jelaskan oleh 
undang-undang akibat dari berbagai macam faktor yang mempengaruhinya.
4
 
Tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah "strafbaar 
feit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi 
strafbaar feit. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana, akan 
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tetapi pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau 
perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang hukum pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu bertentangan 




Perbuatan melanggar hukum adalah sangat sempit kalau diingatkan, 
bahwa yang peneliti maksud dalam istilah ini tidak hanya perbuatan yang 
langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara tidak 
langsung melaggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung 
melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dikatakan secara tidak 
langsung bahwa melanggar hukum menurut penulis adalah peraturan lain yang 
mana peraturan tersebut berada dalam kehidupan masyarakat atau dilapangan 
seperti halnya norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan norma 
hukum. 
Seperti yang peneliti maksudkan diatas, istilah perbuatan melanggar 
hukum ialah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam negara dari 
keseimbangan terhadap masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat 
apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu perundang-undangan 
dilanggar langsung, melainkan juga apabila peraturan perundang-undangan 
dilanggar secara tidak langsung maka tergantung dari nilai hebatnya 
kegoncanngan itu, apakah peraturan hukum itu menuntut supaya goncangan 
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itu dicegah sekeras-kerasnya seperti halnya pencurian kotak amal, yang mana 
dalam hal ini termasuk pelanggaran yang langsung melanggar hukum.
6
 
Adapun masalah tentang salah satu tindak pidana melangggar hukum 
dalam hal ini adalah pencurian kotak amal masjid, dan siapapun yang 
melakukan pencurian baik dilakukan oleh aparat penengak hukum maupun 
warga sipil, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dapat diancam dengan 
sanksi pidana penjara maupun pidana kurungan. 
Berkaitan dengan perkara tindak pidana pencurian. Bahwa salah satu 
kasus pencurian yang ditangani dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Bondowoso adalah kasus pencurian kotak amal yang terjadi pada 
disebuah masjid dengan putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw. Dalam  hal 
ini yang melakukan Tindak pidana itu Agung Wicaksono di Masjid Al-
khadijah Bondowoso, dan tempat tersebut masih termasuk wilayah daerah 
hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat yang 
masih termasuk daerah milik hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang 
berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
7
 
Tindak pidana pencurian tersebut termasuk pencurian yang langka, 
karena yang menjadi objek dari pencurian itu adalah uang kotak amal yang 
berada didalam masjid. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara 
melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk 
sampai pada barang yang di ambil dengan merusak, memotong atau memanjat 
                                                          
6
 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, 6.  
7
 Dokumentasi, “www. Salinan-putusan.pengadilan.negeri.bondowoso.nomor 221/Pid.B/2018/PN 






atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 
palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. 
Dapat kita fahami bahwa ada beberapa tentang jarimah dalam hukum 
Islam, atau ada bermacam-macam tindak pidana yang di kenai dengan 
hukuman jarimah, hukuman jarimah secara garis besar dalam fiqih jinayah itu 
ada tiga jarimah, yaitu jarimah hudud, jarimah qisos dan jarimah ta’zir, dalam 
hukum Islam suatu tindak pidana yang dikenai jarimah hudud yaitu: zina, 
menuduh zina, Pencurian, perampokan, minum-mimuman keras dan orang 
yang murtad. Sedangakan yang dikenai jarimah qisas itu adalah pembunuhan, 
pembunuhan ada yang namanya pembunuhan secara sengaja dan ada yang 
senganja tapi salah serta ada yang menyerupai dengan sengaja. Dan jarimah 
ta’zir adalah suatu hukuman yang mana penetapan hukumnya tidak dijelaskan 
dalam Al-Qur’an dan Al-hadits. 
Maka berdasarkan dari langkah-langkah latarbelakang diatas sehingga 
peneliti menganggap penting untuk masalah kajian dalam sebuah penulisan 
hukum yang berjudul: PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN 
KOTAK AMAL DALAM PUTUSAN NOMOR 221/PID.B/2018/PN BDW 
DI PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO (Telaah Komparasi Antara 
Fiqih Jinayah Dan Hukum Positif) 
 
B. Fokus Penelitian 
Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 






dicari jawabannya melalui penelitian.
8
 Adapun fokus penelitian dalam 
penulisan Skripsi ini yaitu: 
1. Bagaimana deskripsi tentang tindak pidana pencurian kotak amal dalam 
putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw? 
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindak pidana 
pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw? 
3. Bagaimana analisis komparasi fiqih jinayah dan hukum positif terhadap 
putusan Majelis Hakim tentang tindak pidana pencurian kotak amal dalam 
putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan gambaran arah yang akan dituju dalam 
melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-
masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.
9
 Berdasarkan fokus penelitian 
yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini maka peneliti ini 
mempunyai tujuan terhadap pokok pembahasan yaitu: 
1. Untuk mengetahui deskripsi tentang tindak pidana pencurian kotak amal 
dalam putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan 
tindak pidana pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw 
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3. Untuk mengetahui analisis komparasi fiqih jinayah dan hukum positif 
terhadap putusan Majelis Hakim tentang tindak pidana pencurian kotak 
amal dalam putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini berisi tentang konstribusi apa yang akan 
diberikan setelah selesai melakukan penelitian.
10
 Baik berupa kegunaan yang 
bersifat secara teoristis dan secara praktis, seperti kegunaan bagi penulis, 
instansi atau masyarakat secara umum. Adapan manfaatnya antara lain sebagai 
berikut: 
1. Secara teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengembangan 
kajian pada umumnya dalam ilmu hukum serta khususnya dalam tindak 
pidana pencurian kotak amal yang terjadi dikalangan masyarakat 
b. Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ataupun 
masukan terhadap hakim-hakim dalam memutuskan perkara tindak 
pidana pada umumnya serta khususnya pada kasus tindak pidana 
pencurian kotak amal masjid 
2. Secara praktis 
a. Bagi peneliti 
Manfaat praktis bagi peneliti dalam hal ini yang diharapkan adalah 
dapat mengembangkan  penalaran,  membentuk  pola pikir yang dinamis  
dan sistematis serta untuk mengetahui kemampuann penulis dalam 
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mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Serta untuk memberikan 
bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada peminat masalah-
masalah  hukum  khususnya dalam hukum pidana yang berhubungan 
dengan  tindak  pidana pencurian kotak amal. Dan hasil  penelitian  ini 
dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  mengenai penegakan  hukum  
yang patut  dan  berkeadilan  bagi seluruh warga Indonesia, diantaranya:  
warga sipil maupun aparat penegak hukum. 
b. Bagi kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 
Manfaat praktis bagi kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Jember dalam hal ini setidaknya dapat membantu perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kajian 
keilmuan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya Skripsi yang di 
tulis oleh peneliti dapat membantu mahasiswa atau mahasiswi lainnya 
dalam penulisan skripsi dan dapat membantu akademik dalam pengajuan 
akreditasi program studi atau perguruan tinggi 
c. Bagi aparat penegak hukum 
Manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam hal ini 
kususnya bagi penegak hukum di daerah Kabupaten Bondowoso 
kemungkinan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
dalam hal penegakkan hukum. serta penanganan terhadap kasus-kasus 
yang dijatuhi hukuman oleh aparat penegak hukum, sehingga para 






perkara. Sehingga hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 
khususnya bagi semua aparat penegak hukum. 
E. Definisi Istilah 
Definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting 
yang menjadikan titik perhatian penelitian didalam judul ini. Tujuannya agar 




1. Tindak pidana 
 Menurut Profesor Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran 
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 
dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Sehingga 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu, demi 
dipeliharanya tertib hukum dan terjaminnya tertib umum. Sedang menurut 
Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau tingkah laku seseorang 
yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan tindakan yang 
dibuat itu sifatnya harus melawan hukum, maka dari semacam inilah telah 




Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan 
manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan  merupakan masalah yang tak ada habis-
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habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat.
13
 Sedangkan 
menurut KUHP pencurian adalah mengambi sesuatu barang yang 
merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk 
lebih jelasnya dapat kita lihat dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP 
berbunyi:  
“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau 
seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, 
karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan 
pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda 
setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.
14
   
 
3. Fiqih jinayah 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. 
Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang 
dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum 
yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud, 
adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan 
melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan 
Hadits. Hukum pidana Islam merupakan Syari’at Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di Dunia maupun Akhirat.
15
 
4. Hukum positif 
  Hukum positif adalah merupakan hukum yang di bentuk dan berlaku 
dalam suatu masyarakat negara pada saat ini. Yang mana didalamnya 
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mengandung kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis dan yang tidak 
tertulis yang mana pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum ataupun 
khusus dan di tegakkan melalui pemerintah atau lembaga pengadilan.
16
 
Contohnya seperti undang-undang KUHP, KUHAP, KUHPER, KUHAPER, 
ITE, PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dan lain sebagainya. 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan 
Skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 
penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskripsi naratif, 
bukan seperti daftar isi.
17
 Sistematika dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bab I : Pendahuluan, dalam  bab  ini  berisi tentang latar belakang masalah, 
fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, 
sistematika pembahasan. 
2. Bab II : Kajian kepustakaan, dalam bab ini penulis menguraikan penelitian 
terdahulu dan kajian teori. 
3. Bab III : Metode penelitian, dalam  bab  ini  berisi pendekatan dan jenis 
penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 
analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian. 
4. Bab IV : Penyajian data dan analisis, dalam bab ini dijelaskan tentang 
gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan 
temuan 
5. Bab V : Penutup, yang didalamnya membahas kesimpulan dan saran. 
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A. Penelitian Terdahulu 
Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 
peneliti membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan 
ataupun belum dipublikasikan.
18
 Dengan adanya langkah-langkah ini maka 
akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak 
dilakukan oleh peneliti, adapun penelitian terdahulu antara lain: 
1. Sriani Afriani, Nim 141310200, Skripsi Fakultas Hukum dan Syari’ah  di 
Universitas Islam Negeri Ar-Arraniry Darussalam, Banda Aceh, pada 
Tahun 2017, dengan judul Skripsi: “Pencurian Pada Saat Bencana Alam 
Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 
Banda Aceh Nomor 06/Pid.B/2005/PN-BNA)”, dengan fokus kajian: a). 
bagaimana ketentuan ancaman pidana pencurian pada saat bencana alam 
dalam hukum pidana Islam. b). bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 06/Pid.B/2005/PN-BNA. 
Dengan kesimpulan dalam Skripsi ini adalah bahwa pencurian dalam 
putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah memenuhi rukun dan syarat 
untuk dijatuhi hukuman hudud dalam hukum Islam, sehingga hukuman 
dalam putusan tersebut menurut hukum Islam tidak dikenai hukuman 
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 Persamaannya penulis dengan peneliti ini yaitu sama-sama 
membahas anlisis putusan tentang tindak pidana pencurian, sedangkan 
perbedaannya penulis ini menjelaskan mengenai pencurian pada saat 
bencana alam dalam perspektif hukum Islam. dan peneliti ini meneliti 
tentang pencurian kotak amal menurut fiqih jinayah dan hukum positif 
yang berlaku di Indonesia. 
2. Surahman, Nim B11106739, Skripsi Fakultas Hukum di Universitas 
Hasanuddin Makasar, pada Tahun 2013, dengan judul Skripsi: “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota 
Tentara Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor PUT/159-K/PM III-
16/AD/XII/2009/Mks)”, dengan fokus penelitian: a). bagaimana penerapan 
hukum pidana materil terhadap delik pencurian yang dilakukan oleh 
oknum anggota tentara nasional dalam putusan Nomor PUT/159-K/PM 
III-16/AD/XII/2009/Mks. b). bagaimana pertimbangan hukum Majelis 
Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dilakukan oleh oknum 
anggota tentara nasional dalam putusan Nomor PUT/159-K/PM III-
16/AD/XII/2009/Mks. Dengan kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa 
penerapan hukum atas delik pencurian yang dilakukan oleh terdakwa 
sudah sesuai dengan Pasal 141 KUHP, sehingga dengan terpenuhinya 
unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan 
atas perbuatannya sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh 
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 Persamaannya penulis dengan peneliti ini yaitu sama-
sama membahas anlisis putusan tentang tindak pidana pencurian. 
Sedangkan perbedaanya kalau penulis ini menjelaskan mengenai 
pencurian yang dilakukan oleh oknum tentara nasional Indonesia, 
sedangkan skripsi yang dibuat oleh peneliti adalah pencurian kotak amal 
menurut fiqih jinayah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 
3. Andri Satya Sakti Perdana Putra, Nim 14410031, Skripsi Fakultas Hukum 
di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada Tahun 2018, dengan 
judul Skripsi: “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencurian 
Internet Wi-fi”, dengan rumusan masalah: a). bagaimana modus operandi 
perbuatan pencurian Internet Wi-fi, b). apakah hukum pidana Indonesia 
dapat menjangkau perbuatan pencurian Internet Wi-fi. Dengan kesimpulan 
dalam Skripsi ini adalah bahwa modus operandi perbuatan pencurian 
Internet Wi-fi melalaui beberapa tahapan, peraturan hukum pidana 
Indonesia dapat mengjangkau kasus pencurian tersebut karna pada Pasal 
362, 363 dan 364 KUHP dan Pasal 30 UU ITE di qiaskan pada perbuatan 
tersebut.
21
 Persamaannya penulis dengan peneliti ini yaitu sama-sama 
membahas tentang tindak pidana pencurian, sedangkan perbedaannya 
kalau penulis ini menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian yang 
berupa Internet Wi-fi, sedangkan skripsi yang dibuat oleh peneliti adalah 
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pencurian kotak amal menurut fiqih jinayah dan hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. 
B. Kajian Teori 
Dalam kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan 
sebagai perspektif dalam melakukan kajian. Pembahasan teori yang terkait 
dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin 
memperdalam wawasan peneliti dalam mengakaji permasalahan yang hendak 
dipecahkan sesuai dengan rumusana masalah dan tujuan penelitian. Posisi 
teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk 
diuji sebagaimana didalam penelitian kuantitatif.
22
 Adapun kajian teori dalam 
penelitian ini antara lain yaitu: 
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, tindak 
pidana itu berasal dari perkataan “strafbaar feit”. Perkataan ini bersal 
dari bahasa Belanda yang artinya  “feit” sebagian dari suatu kenyataan 
atau tindakan dan  “strafbaar” dapat di hukum. Dari ini dapat kita 




Secara teoritis menurut Profesor Pompe tindak pidana adalah 
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
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seorang pelaku. Sehingga dimana penjatuhan hukuman terhadap 




Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana adalah 
mengandung dua istilah yaitu jinayah dan jarimah, jinayah adalah segala 
ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang 
dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang 
terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits dan jarimah adalah perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh hukum syari’at  yang dikenai hukuman 
had atau ta’zir.
25
 Pada hakikatnya dapat penulis fahami bahwa tindak 
pidana menurut hukum islam menggunakan dua kata yaitu jinayah 
(aturan hukum yang melarang) dan jarimah (jenis perbuatannya), 
Hukum pidana Islam merupakan terjemah dari kata fiqih jinayah. 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Berkaitan dengan tindak pidana di Indonesia itu memiliki 
unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif itu adalah unsur-
unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan 
diri si pelakudan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang 
terkandung didalam hatinya contohnya si pelaku melakukan pencurian 
dengan segaja atau tidak sengaja. Sedangkan unsur objektif adalah 
unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yaitu di 
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dalam keadaan mana tindakan pelaku itu melakukan misalnya dia 
sebagai pegawai negeri yang bertindak melawan hukum tindakannya.
26
  
Dalam hukum Islam tindak pidana itu memiliki 3 unsur yaitu: 
(1). Al-Rukn Al-Syar’iy. Maksudnya sudah ada nash yang mengatur 
tehadap perbuat tersebut dan sudah diancam dengan sebuah hukuman 
(2). Al-Rukn Al-Madi. Maksudnya itu adanya tingkah laku yang 
sifatnya melanggar sebuah peraturan, 
(3). Al-Rukn Al-Adabiy. Maksudnya pelakunya itu harus mukallaf 
sehingga bisa bertanggung jawab atas perbuatannya.
27
 
2. Pencurian Dalam Pandangan Hukum Islam 
a. Pengertian pencurian dalam hukum Islam 
Dalam hukum Islam jarimah sariqah (pencurian) adalah bentuk 
masdhar dari kata  َسَرَقا  -ْيْسِر ُق  -َسَرَق  dan secara etimologis berarti  َاَخَذ َما
-mengambil harta milik seseorang secara sembunyi َلُه ُخْفَيَة و ِحْيَلًة 
sembunyi dan dengan tipu daya.
28
 
Sementara itu, secara terminologis definisi sariqah 
dikemukakan bermacam-macam baik dalam kitab-kitab fiqih ataupun 
pendapat dari para ulama’ diantaranya yaitu: 
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Artinya: Pencurian adalah mengambil harta orang lain 
dengan jalan diam-diam dan mengeluarkan dari 
tempat penyimpanannya (yang layak untuk 
menyimpan harta benda itu). Dan adapun 
pencurian itu mewajibkan untuk hukum potong 
tangan sesuai dengan yang telah dijelaskan 






Artinya: Sariqah (pencurian) menurut bahasa adalah 
mengambil harta secara diam-diam. Sedang 
menurut Syara' adalah mengambil harta secara 





Pendapat Ali bin Muhammad Al-Jurjani bahwa Sariqah 
dalam Syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong 
tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham 
yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga 
dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi 
serta tidak terdapat unsur syuhbat, sehingga kalau barang itu kurang 
dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat 
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 Sedangkan Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (Madzhab 
Syafi’i) berpendapat bahwa Sariqah (pencurian) secara bahasa 
berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan 
secara istilah syara’ adalah mengambil harta orang lain secara 
sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat 
penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan.
32
 
 Dan menurut Wahhab Al-Zuhaili, sariqah adalah 
mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpananya yang 
biasa untuk menggunakan menyimpan secara diam-diam dan 
sembunyi-sembunyi termasuk dalam katagori mencuri informmasi 
dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
33
 
Dari beberapa pendapat tentang pengertian sariqah diatas, 
dapat disimpulkan oleh peneliti. Bahwa yang dimaksud sariqah 
ialah mengambil barang atau harta milik orang lain untuk dimiliki 
sendiri ataupun orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi dari 
tempat penyimpanannya yang biasa digunakan atau memang layak 
untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. 
b. Unsur-unsur jarimah pencurian 
Sesuai dengan definisinya unsur-unsur pencurian adalah 
mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa 
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harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada 
I’tikad tidak baik.
34
 Adapun unsur-unsurnya yaitu: 
1) Mengambil harta secara diam-diam 
Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-
diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya 
dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah 
orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta 
itu dapat dianggap sempurna, jika: 
a) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya 
b) Barang yang diambil itu telah berpindah dari tangan 
pemiliknya 




Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka 
pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian 
hukumannya bukan had, melainkan ta’zir. 
2) Barang yang diambil berupa harta 
Disyaratkan barang yang diambil itu berupa harta: 
a) Yang bergerak, karena pencurian mempunyai makna 
perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri 
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b) Yang barang berharga, maksudnya adalah bahwa barang 
tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan 
pencurinya. 
c) Memiliki tempat penyimpanan yang layak 
d) Sampai nisabnya.36 
3) Harta yang diambil itu milik orang lain 
Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang 
dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan 
milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya 
pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan 
waktu pencurian memindahkan harta dari tempat 
penyimpanannya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman had 
dalam pencurian terhadap harta yang status pemilikannya 
bersifat syubhat. 
Barang-barang yang pada asalnya tidak ada pemiliknya 
boleh diambil, akan tetapi jika sudah ada dalam penguasaan 
seseorang atau ulul amri maka dianggap telah ada pemiliknya. 
Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang 
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c. Syarat jarimah pencurian 
Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus 
diperlihatkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan 
rukunnya. Dalam masalah ini Shalih Sa’id Al-Haidan, dalam 
bukunya Al-Muttaham Fimajlis Al-Qada, mengemukakan lima 




1) Pelakunya telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya 
sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak 
dapat dituntut. 
2) Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak 
oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba 
sahaya milik Hatib Bin Abi Balta’ah yang mencuri dan 
menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya 
dilaporkan kepada Umar Bin Al-Khaththab. Namun, Umar 
justru membebaskan pelaku karena dia terpaksa melakukannya. 
3) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan 
pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya. 
4) Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti 
harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan 
pemilik. 
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5) Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan dijalan Allah. pada 
saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman 
potong tangan, meskipun demikian jarimah ini dapat diberikan 
sanksi dalam bentuk lain seperti dicambuk atau di penjara.
39
 
d. Sanksi jarimah pencurian 
Adapun sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku tindak 
pidana pencurian yang telah dibuktikan.
40
 
1) Penggantian kerugian (dhaman) 
Dalam hukum pidana Islam ada perbedaan pendapat 
mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku pencurian terkait 
dengan penggantian kerugian, diantaranya: 
Menurut Imam Abu Hanifah, ganti rugi dan sanksi itu 
tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenal 
sanksi hukuman had, maka baginya tidak ada keharusan untuk 
membayar ganti rugi. Alasanya Al-Qur’an karna hanya 
menyebutkan masalah sanksi saja, sebagaimana disebutkan di 
atas. Selain itu, jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka 
seakan-akan harta itu adalah miliknya.
41
 
Akan tetapi Mazhab Hanafi pada umumnya 
berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta 
dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi 
hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada di tangan 
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pencuri maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka 
orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri.
42
 
Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, sanksi dan 
ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya karna pencuri 
melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman 
mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang 
lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan 
akibat dua hak ini, jadi pencuri itu harus mengembalikan harta 
yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi 
bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung 
sanksi atas perbuatannya. Inila yang disebut dengan prinsip 
dhaman di kalangan ulama.
43
 
2) Hukuman had (potong tangan) 
Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok 
untuk tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, hukuman 
potong tangan tidak bisa di gugurkan, baik oleh korban maupun 
oleh ulil amri  (penguasa).
44
 
Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat 
bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, 
maka dia harus mengembalikannya. Hanya mereka berbeda 
pendapat bila harta yang dicuri itu telah tidak ada ditangan 
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 Apakah pencuri itu hanya dikenai had saja, ataupun 
disertai dengan kewajiban membayar ganti rugi, pada dasarnya 
hukum potong tangan terdapat firman Allah dalam Surat Al-
Maidah Ayat 38. Yaitu: 
 
Artinya: Adapun orang laki-laki mapun perempuan yang 
mencuri maka potonglah tangan dari keduanya 
itu sebagai balasan dari perbuatan yang mereka 
lakukan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah 




Hukuman potong tangan ini tidak dapat dimaafkan, 
jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani oleh ulul amri. 
Berkenaan dengan anggota badan yang dipotong dan batas 
pemotongannya, para ulama berbeda pendapat.
47
 
Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat pada 
pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan, pada 
pencurian kedua yang dipotong adalah kaki kiri, pada 
pencurian yang ketiga yang dipotong adalah tangan kiri, pada 
pencurian ke empat yang dipotong adalah tangan kanan. Jika 
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pencuri masih mencuri yang kelima kalinya maka dipenjara 
sampai dia bertobat. 
Salah satu hal yang disepakati oleh para ulama adalah 
bahwa kewajiban potong tangan itu dihapus, jika tangan yang 
akan dipotong itu telah hilang sesudah pencurian terjadi. Batas 
pemotongan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam 
Syafi’I, Imam Ahmad dan Zahiri adalah dari pergelangan 
tangan ke bawah, begitupula bila yang dipotong kakinya. 
Alasannya adalah batas minimal anggota yang disebut tangan 
dan kaki adalah telapak tangan atau kaki dengan jari-jarinya.
48
 
Selain itu Rasulullah pernah melakukan pemotongan tangan 
pada pergelangan tangan terhadap seseorang yang melakukan 
pencurian. 
Batas pemotongan, menurut Imam Abu Hanifah, 
Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Zahiri adalah 
dari pergelangan tangan ke bawah. Begitu pula bila yang 
dipotong kakinya, maka batas pemotongannya adalah dari 
pergelangan kaki. Alasannya adalah batas minimal anggota 
yang disebut tangan dan kaki adalah telapak tangan atau kaki 
dengan jari-jarinya. Selain itu, Rasulullah melakukan 
pemotongan tangan pada pergelangan tangan pencuri.
49
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Adapun orang yang melaksanakan hukuman adalah 
ulil amri (penguasa), dan seseorang atau sekelompok orang 
yang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Dengan 
ini, hukuman potong tangan dapat diterapkan jika pencurian 
telah dianggap sempurna bila pencuri telah mengeluarkan harta 
yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya 
dipindahkan dari pemilik kepada pencuri. 
3) Hukuman Ta'zir 
Menurut Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, ta'zir adalah sanksi 
disiplin dengan pemukulan, atau embargo, atau pengasingan.
50
 
Adapun menurut secara harfiah berarti membinasakan pelaku 
kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Hukuman itu 
dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan, 
dan lain-lain. Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, 
jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas 
jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh 
syara'. Di kalangan fukaha, jarimah-jarimah yang hukumannya 
belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. 
Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga 
untuk jarimah (tindak pidana).
51
 
Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa 
jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang 
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tidak dikenakan had dan tidak dikenakan kafarat, dengan 
demikian inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. 
Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan 
perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang 
diharamkan (dilarang). Di samping itu juga hukuman ta'zir 




Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 
jarimah ta'zir dibagi kepada tiga bagian yaitu: 
a) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat 
b) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum 
c) Ta'zir karena melakukan pelanggaran (mukhalafah).53 
Selain itu pula jika dilihat dari segi hak yang 
dilanggarnya, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, 
yaitu: 
a) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah 
Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang 
menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang 
berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. 
Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian 
yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang 
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b) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu) 
Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah ta'zir 
yang menyinggung hak perorangan (individu) adalah setiap 
perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang 
tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti 
penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.
55
 
Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa 
ta'zir merupakan suatu istilah untuk hukuman atas tindak 
pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dan 
tidak dikenakan had serta kafarat. 
e. Cara pembuktian hukuman jarimah pencurian 
1) Dengan saksi 
Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak 
pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang 
laki-laki itu bisa dikatakan dua orang perempuan. Apabila saksi 
kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman.
56
 
2) Dengan pengakuan 
Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak 
pidana pencurian. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, 
Imam Syafi’i, dan Zhahiriyah pengakuan cukup dinyatakan 
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satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Akan tetapi menurut 
pendapat Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah 
bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.
57
 
3) Dengan sumpah 
Dikalangan Syafi’iyah berkembang suatu pendapat 
bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang 
dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak 
ada saksi atau tersangka tersebut tidak mau bersumpah 
mengakui perbuatannya, maka sumpah bisa dikembalikan 
kepada si penuntut (pemilik barang). Dan jika si penuntut mau 
disumpah maka si pencuri yang tidak mau disumpah tadi akan 
dikenai hukuman had. Namun alat bukti yang satu ini tidak 
begitu kuat untuk dijadikan alat bukti. Sebab sumpah yang 
dikembalikan untuk tindak pidana pencurian merupakan 
tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman sariqah 




3. Pencurian Dalam Pandangan Hukum Positif 
a. Pengertian pencurian menurut hukum positif 
Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap 
kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  merupakan masalah 
                                                          
57
 Ibid., 89. 
58







yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela 
dikalangan masyarakat.
59
 Sedangkan menurut KUHP pencurian 
adalah mengambi sesuatu barang yang merupakan milik orang lain 
dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat 
kita lihat dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi:  
“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian 
atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan 
maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan 
hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana 
dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan 




Adapaun perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, 
yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara 
mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai 
pembentukan Pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak 
pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang 
berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi didalam suatu 
perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang 
lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud 
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b. Unsur-unsur pencurian 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. 
1) Unsur subjektif 
Maksud unsur subjektif adalah untuk menguasai benda 
tersebut secara melawan hukum. Perkataan “menguasai” dalam 
Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “zich toeeinenen” 
yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai 
“menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemiliknya”, 
yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, 
memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang 




Perbuatan “zich toeeinenen” ini merupakan tujuan dari 
kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu 
telah terlaksana pada saat perbuatan itu telah selesai, akan tetapi 
harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.
63
 
2) Unsur objektif 
Unsur objektif Adalah unsur yang ada hubungannya 
dengan ke adaan tindakan si pelaku saat melakukan suatu 
perkara. Unsur-unsurnya yaitu: 
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a) Hij atau barang siapa 
Maksudnya dari barang siapa ini adalah hanya orang 
(manusia) yang melakukan tindakan suatu tindakan itu. 
b) Wegnemen atau mengambil 
Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda 
tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun 
seandainya benar bahwa dia kemudian telah melepaskan 
kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain.
64
 
c) Eenig goed atau sesuatu benda 
Termasuk kedalam “benda” adalah benda-benda 
yang berwujud dan dapat bergerak, juga benda-benda yang 
tidak mempunyai nilai ekonomis misalnya: sebuah karcis 
kereta api yang sudah dipakai, sebuah kunci yang dipakai 
oleh pelaku untuk memasuki rumah lain, sepucuk surat dan 
sepucuk surat keterangan dokter. Termasuk ke dalam 
pengertiannya adalah juga tenaga listrik, akan tetapi tidak 




d) Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau 
sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
 Maksudnya yaitu: barang harus seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu 
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kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari 
barang saja dapat menjadi objek pencurian, jadi sebagian 
lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada 
pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.
66
 
c. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian 
1) Pencurian biasa 
Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 
362 KUHP yang menyatakan:  
“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian 
atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara 
melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, 
dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun 





Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan 
dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan 
sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa 
tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, 
yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak 
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2) Pencurian dengan pemberatan 
Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara 
doctrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. 
Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu 
pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga 
bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang 
lebih berat pula dari pencurian biasa.
69
 
Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang 
dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh 
karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan 
pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam 
keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian 
terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian 
dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan yang 
diatur dalam Pasal 363 KUHP.
70
 
a) Unsur-unsur pencurian dengan pemberat 
Pertama, dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai 
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau 
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apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau 
lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun 




Kedua, dihukum dengan hukuman selama-lamanya 
dua belas tahun: 
Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam 
di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan 
tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, 
atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas 
kereta api atau trem yang sedang bergerak 
Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersama-sama 
Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan 
jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan 
melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan 
mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu 
ataupun dengan mempergunakan seragam palsu. Apabila 
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Ketiga, dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun apabila perbuatan itu 
menyebabkan meninggalnya seseorang. 
Keempat, dihukum dengan hukuman mati atau 
hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman 
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila 
perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal 
seperti yang diatur di dalam Pasal 367 KUHP Nomor 1 dan 




3) Pencurian ringan 
Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam 
ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini 
adalah pencurian dalam keluarga. Jenis pencurian ini diatur 
dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: perbuatan-perbuatan 
seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 Nomor 4, 
demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 Nomor 5, apabila 
dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu 
pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat 
kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak 
lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian 
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ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga 




4. Bershadaqah di Kotak Amal Masjid 
a. Pengertian shadaqah 
Secara bahasa kata sedekah berasal dari Bahasa Arab 
Shodakota yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada 
awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian 
yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan 




Sedekah atau tathawwu’ adalah sedekah yang diberikan 
secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang 
yang miskin atau pengemis) atau badan atau lembaga (misalnya 
lembaga sosial), sedangkan sedekah wajib adalah zakat, kewajiban 
zakat dan penggunaanya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-
Qur’an dalam Surah At-Taubat Ayat 60.
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Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang 
fakir, miskin, amil zakat, yang di lunakkan hatinya 
(muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 
(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan allah 
dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 





Sedangkan secara Syara’ (terminologi), sedekah diartikan 
sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang 
yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. 
Contoh memberikan sejumlah uang, beras atau benda-benda lain 
yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. 
Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian 
atau sumbangan) termasuk dalam kategori sedekah.
78
 
Dalam hal ini berarti suatu pemberian yang diberikan oleh 
seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah SWT 
dan pahala semata. Sedekah merupakan ibadah yang mempunyai 
dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal 
berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antar manusia, 
sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan manusia 
dengan Tuhan. Sedekah bisa disebut sebagai ibadah sosial. Ibadah 
sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung dengan 
konteks kehidupan masyarakat sekitar, mengandung nilai gotong 
royong dan tanggung jawab sosial sehingga dapat diharapkan dapat 
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Bersadaqah berarti memberikan sebagian harta yang kita 
miliki kepada pihak lain secara ikhlas dan suka rela, semata-mata 
mengharapkan pahala di Akhirat kelak. firman Allah SWT. 
Artinya: “Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu karena 
mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik 
kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala yang 





b. Rukun shadaqah 
Adapun rukun shadaqah adalah: 
1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu 
dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya). 
2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan 
demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam 
kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena 
keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. 
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3) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang 
memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari 
orang yang menerima pemberian.
81
 
c. Hukum shadaqah 
1) Wajib 
Shadaqah hukumnya bisa menjadi wajib ketika ada 
seseorang yang menjumpai orang lain tertimpa kelaparan yang 
amat sedangkan dia mempunyai kelebihan harta yang bisa 
disumbangkan sebagai biaya makannya. 
2) Makruh 
Shadaqah hukumnya bisa menjadi makruh ketika ada 
seseorang barang-barang bekas baik bekas diri sendiri ataupun 
bekas orang lain. Termasuk juga bersedeqah dari perkara yang 
haram itu hukumnya juga makruh. 
3) Sunnah 
Shadaqah hukumnya bisa menjadi sunah terhadap 
pembangunan pengembangan Agama Islam seperti 
pembangunan masjid, pondok pesantren, mushollah, lembaga-
lembaga pendidikan dan lain sebagainya.
82
 Dan dalam 
penjelasan dalam sebuah kitab, bahwa sedeqah itu lebih afdlal 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang 
lain jumlahnya, serta juga lebih afdlal shadaqah hendaknya 
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jangan sampai absen dalam satu hari, intinya kita harus 
shadaqah setiap hari walaupun sedikit jumlahnya. 
d. Status Uang Kotak Amal Masjid 
Pada penelitian ini penulis akan memperjelas status uang 
kotak amal masjid. Status ini seringkali ditanyakan para jamaah 
atau masyarakat. Menurut pandangan masyarakat bahwa segala 
sesuatu yang terkait dengan masjid itu dihukumi waqaf. Demikian 
pula dengan uang kotak amal masjid, apakah uang kas tersebut 
dikategorikan waqaf atau tidak. Pada dasarnya uang kotak amal 
atau kas masjid adalah uang milik umat, mereka mengeluarkan 
hartanya untuk kepentingan masjid, kepentingan umat Islam agar 
masjid sebagai tempat ibadah menjadi sarana yang baik dan 
nyaman bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah dan amal 
sholeh. Oleh karena itu, uang kas masjid tersebut bukanlah milik 
perorangan ataupun kelompok. 
Dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa pencuri bisa dikenai 
hukuman potong tangan ketika mencuri barang yang diwaqafkan 
kepada orang lain, termasuk dalam hal ini mencuri harta masjid. 
Misalnya mencuri uangnya, pintunya, tiangnya atau lampu 
perhiasannya kecuali tikar masjid atau barang-barang yang 
memang disediakan untuk masyarak atau jamaah masjid.
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Maka dari inilah dapat peneliti simpulkan bahwa uang hasil 
dari kotak amal yang berada dimasjid bisa digunakam hanya untuk 
pembangunan masjid dan kemaslahatan masjid. Kemaslahatan 
masjid meliputi membiayai operasional kegiatan masjid seperti 
membayar khatib, imam, muadzin, takmir, dan lain-lain. 
Sedangkan pembangunan meliputi renovasi dan pembangunan 






A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 
Pendekatan penelitian ini, berintikan uraian tentang pendekatan 
penelitian yang dipilih oleh peneliti, yaitu pendekatan kulalitatif. Sementara 
jenis penelitian misalnya dapat mengambil studi kasus, penelitian tindakan 
masyarakat, dan atau jenis lainya.
84
 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif yang dipilih oleh peneliti, bahwa penelitian kualitatif 
adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang kita amati.
85
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalah 
yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka akan 
tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan mentelaah secara komparasi antara 
fiqih jinayah dan hukum positif terhadap tindak pidana pencurian kotak amal 
yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso 
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, serta kejadiaan yang sudah terjadi 
saat pencurian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memotret peristiwa dan 
kejadian tindak pidana yang menjadi pusat perhatiannya sehingga ahir 
kemudian digambarkan atau dilukiskan sebagaimana adanya.
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B. Lokasi penelitian 
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 
(PN) Bondowoso 
 
C. Subjek penelitian 
Pada bagian ini jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data 
apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan 
informan atau subjek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan atau subjek 




Pada penelitian ini ada beberapa data yang diperoleh untuk 
memperkuat penelitian ini di kelompokkan menjadi dua sumber data yaitu 
berupa sumber data manusia dan bukan manusia. Subjek data dalam penelitian 
ini barasal dari informan yaitu hakim-hakim yang menangani kasus pencurian 
kotak amal tersebut dan orang-orang yang menjadi saksi yang mana dalam hal 
ini dalam kesaksiannya melihat langsung kejadian tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa. 
Pemilahan  informan atau sumber data secara intensif dan yang konkret 
terutama informan kunci yang ditetapkan sebagai berikut: 
1. Sumber data manusia 
a. Bapak Daniel Mario selaku hakim ketua dalam putusan 
Nomor221/Pid.B/2018/PN Bdw di Pengadilan Negeri Bondowoso 
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b. Ibu Indah Novi Susianti selaku hakim anggota I dalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw di Pengadilan Negeri Bondowoso 
c. Ibu Masridawati selaku hakim anggota II dalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw di Pengadilan Negeri Bondowoso 
d. Saksi-saksi yang menjadi saksi dalam persidangan perkara putusan 
Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw pada tindak pidana pencurian kotak 
amal masjid 
2. Sumber Data Bukan Manusia 
1. Salinan putusan Nomor 221/Pid.B/PN Bdw tentang tindak pidana 
pencurian kotak amal masjid di Pengadilan Negeri Bondowoso 
2. Buku-buku yang berkaitan dengan probematika yang akan dibahas dan 
dikaji oleh peneliti 
3. Peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan probematika 
yang akan dibahas dan dikaji oleh peneliti 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan adanya data yang relevan 
dengan persoalan-persoalan yang diangkat oleh peneliti, oleh karena itu 
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Dokumentasi 
Penelitian kualitatif pada umunya menggunakan teknik pengumpulan 
data dokumentasi, pengertian teknik pengumpulan dokumentasi adalah 
pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang 






berlalu, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
menumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 
catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.
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Data yang akan dicari melalui teknik pengumpulan dokumentasi 
dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadila Negeri Bondowoso 
dengan putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw. Adapun yang ingin 
diperoleh dalam penelitian ini adalah deskripsi tindak pidana pencurian 
dandasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 
pencurian kotak amal dimasjid. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data, 
Esterberg mendefinisikan wawancara atau Interview adalah merupaan 
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam, teknik 
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan  tentang diri sendiri 




Dalam melakukan wawancara itu ada tiga cara yang bisa kita 
lakukan, Pertama, Interview bebas yaitu: suatu wawancara yang dilakukan 
secara bebas namun tetap memperhatikan relevansinya dengan masalah 
                                                          
88








yang akan diteliti. Kedua, Interview terpimpin yaitu: wawancara yang 
dilakukan dengan menyiapkan sedaratan pertanyaan yang sudah dikonsep 




Adapun teknik Interview yang digunakan oleh peneliti adalah 
Interview bebas terpimpin, yang mana peneliti mengembangkan terus 
pertanyaan-pertanyaan selama penelitian berlangsung, sehingga dalam hal 
ini dapan menjamin kebebasan menanyakan apa saja yang dianggap perlu 
dan membatasi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan 
pengumpulan data dalam penelitian. 
Alat-alat yang dibawa selama penelitian berlangsung yang kemudian 
dikembangan saat melakukan wawancara sehingga dalam hal ini 
menjamin kebebasan apa saja yang dianggap penting kemudian membatasi 
hal-hal yang sesuai dengan pengumpulan data. Alat-alat yang akan dibawa 
pada saat wawancara adalah alat-alat tulis seperti buku dan bulpoin dan 
kamera yang berfungsi untuk menjaga keontektikan data. 
Dalam hal ini yang diwawancarai oleh peneliti adalah Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah menangani perkara pencurian 
kotak amal masjid dengan putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw, dan 
juga beberapa saksi yang sudah menjadi saksi dalam perkara tersebut. 
Metode yang digunakan oleh peneliti ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran yang jelas tentang deskripsi tindak pidananya dan dasar 
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pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 
pencurian tersebut, sehingga nantinya dapat membantu peneliti dalam 
proses analisa data. 
 
E. Analisis Data 
Setelah data dikumpulan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah 
tahap analisa data. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisa data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah proses analisa 
yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah di dapatkan dan diolah 
sehingga kemudian hasil analisa data tersebut disajikan secara keseluruhan. 
Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisa tersebut ditujukan untuk 
mengembangkan teori  dan jalan membandingkan teori bandingan dan tujuan 
menemukan teori yang dapat berupa penguatan terhadap terori lama, maupun 
melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistic.
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Jadi analisa data deskriptif kualtitatif adalah analisa data yang 
dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk dikembangkan dan  dan 
menemukan teori, kemudian hasil dari analisa tersebut disajikan secara 
keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang pencurian 
kotak amal masjid dalam putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw, dan juga 
peneliti akan memaparkan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 
perkara tersebut, dan yang paling ahir peneliti akan melakukan perbandingan 
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antara hukum Islam dana hukum positif terhadap putusan Majelis Hakim 
dalamperkara tersebut. 
 
F. Keabsahan Data 
Dalam bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak 
dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keabsahan data-data yang 
ditemukan dilapangan, agar diperoleh pertemuan yang absah. Maka perlu 
terlebih dahulu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik 
keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran penelitian dilapangan, 
obsevasi secara lebih mendalam, Triangulasi (beberapa sumber, metode, 
penelitian teori), pembahasan ini oleh teman sejawat, analisa kasus lain, 
melacak eksekusian lain, dan hasil pengecekan anggota (member check).
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber 
untuk menguji keabsahan data, Triangulasi sumber berarti membandingkan 
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang ada dalam suatu penelitian. 
 
G. Tahap-tahap Penelitian 
Pertama. Pra-reserch, pada tahapan ini peneliti menanyakan kepada 
panitera muda hukum pidana di Pengadilan Negeri Bondowoso, apakah 
Pengadilan Negeri Bondowoso pernah menerima dan memutus permohonan 
penelitian yang akan melakukan penelitian di pengadilan ini tentang perkara 
pencurian kotak amal masjid 
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Kedua. Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian). 
Rancangan penelitian biasa diartikan sebagai sebuah usaha merencanakan dan 
menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan apa saja yang akan 
dibutuhkan dalam kegiatan penelitian berlangsung. 
Ketiga. Mengurus surat perizinan kepada Instansi Pengadilan Negeri 
Bondowoso, surat perizinan tersebut dilakukan dengan surat perizinan yang di 
keluarkan oleh Bapak Dr. Pujiono, M.Ag Wakil Dekan  Bidang Akademik 
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Selanjutnya 
surat tersebut diserahkan kepada lembaga Pengadilan Negeri Bondowoso dan 
di periksa oleh pihak yang berwewenang dan apabila surat tersebut layak dan 
diterima maka peneliti akan menindak lanjuti surat tersebut, sebagai modal 
utama untuk meminta salinan putusan serta akan melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Bondowoso. 
Keempat. Pengumpulan data, setelah pengumpulan data dilakukan 
dengan subjek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya dan kemudian 
melakukan dokumentasi sesuai dengan hal-hal yang beraikan dengan proses 
jalanya penelitian. 
Kelima. Pengelolaan data, setelah pengumpulan data dilapangan dan 
telah dirasa cukup maka tahap berikutnya adalah pengelolaan data.Data yang 







Keenam. Penulisan hasil penelitian, setelah hasil data siap dan telah 





PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 
A. Gambaran Objektif Penelitian 
1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Bondowoso 
Pengadilan Negeri Bondowoso letaknya berada di Jalan Santawi 
Nomor 59 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, tempatnya itu 
persis didepat jalan raya santwi yang mana sebelah timurnya berbatasan 
dengan jalan pelita RT 17 RW 06 Desa Tamansari Kecamatan Bondowoso 
dan sebelah baratnya itu terdapat jalan yang mana tembusannya itu kepada 
lembaga pendidikan SMK 1 Bondowoso dan sebelah utaranya itu 




2. Sejarah PengadilanNegeri Bondowoso 
Sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri Bondowoso sangat 
panjang dan banyak mengalami perubahan sebelum menjadi yang seperti 
sekarang ini, dimulai dari awal berdirinya gedung Pengadilan Negeri 
Bondowoso berada di Jalan Letnan Sudiono sebelah timur Alun-Alun 
Bondowoso. Pada Tahun 1985 pindah di Jalan Santawi Nomor. 59 yang 
mana tempat dulunya adalah Gudang Tembakau, dan Gedung Pengadilan 
Negeri Bondowoso di resmikan pada tanggal 8 Agustus 1984 oleh 
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3. Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso 
Pengadilan Negeri Bondowoso meliki kewenangan 
menanganninya di seluruh Desa dan Kecamatan yang termasuk wilayah 
Kabupaten Bondowoso.
95
 di antaranya: 
NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA 
1. BONDOWOSO Badean, Kota Kulon, Kademangan, 
Nangkaan, Blidungan, Dabasah, Tamansari, 
Sukowiryo, Pejaten, Kembang, Pancoran. 
2. TENGGARANG Tenggarang, Lojajar, Sumbersalam, Bataan, 
Koncer Kidul, Kajar, Pekalangan, Tangsil 
Kulon, Dawuhan, Gebang, Kasemek, Koncer 
Darul Aman. 
3. WONOSARI Wonosari, Sumberkalong, traktakan, Tangsil 
Wetan, Jumpong, Pasarejo, Kaporan, 
Tumpeng, Lombok Wetan, Lombok Kulon, 
Bendoarum, Plalangan. 
4. TAPEN Tapen, Mrawan, Wonokusmo, Mangli 
Wetan, Taal, Kalitapen, Cindogo, 
Jurangsapi, Gununganyar. 
5. KLABANG Klabang, Blimbing, Klampokan, 
Karanganyar, Karangsengon, Besuk, Pandak, 
Wonoboyo, Leprak, Wonokerto, 
Sumbersuko. 
6. PRAJEKAN Prajekan Kidul, Prajekan Lor, Sempol, 
Tarum, Bandilan, Cangkring, Walidono.  
7. BOTOLINGGO Botolinggo, Sumbercanting, Lanas, 
Lumutan, Gayam, Klekehan, Penang.  
8. CERMEE Cermee, Grujugan, Suling Wetan, Suling 
Kulon, Ramban Wetan, Ramban Kulon, 
Bercak, Kladi, Solor, Bajuran, Jirek Mas, 
Batu Salang, Batu Ampar. 
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9. SEMPOL Sempol, Kalianyar, Jampit, Kalisat, 
Kaligedang, Sumberrejo. 
10. SUMBERWRINGIN Sumberwringin, Sukorejo, 
Rejoagung,Sumbergading, Sukosari Kidul, 
Tegaljati. 
11. SUKOSARI Sukosari Lor, Pecalongan, Nogosari, 
Pecalongan. 
12. TLOGOSARI Tlogosari, Kembang, Trotosari, Gunosari, 
Sulek, Jebung Kidul, Jebung Lor, Patemon, 
Pakisan, Brambang Darus Sholah. 
13. PUJER Mangli, Kejayan, Mengok, Maskuning 
Kulon, Maskuning Wetan, Padasan, 
Randucangkring, Sukokerto, Sukowono, 
Alasumur, Sukodono. 
14. JAMBESARI DARUS 
SHOLAH 
Jambesari, Tegalpasir, Jambeanom, 
Pangarang, Pejagan, Grujugan Lor, 
Pucanganom, Sumberjeruk, Sumberanyar, 
Sumberanom. 
15. TAMANAN Wonosuko, Kalianyar, Tamanan, Mengen, 
Kemirian, Sukosari, Karang Melok, 
Sumberkemuning. 
16. MAESAN Maesan, Penanggungan, Oakuniran, 
Sumberanyar, sumbersari, Sumberpakem, 
Suger Lor, Gambangan, Pujerbaru, 
Tanahwulan, Sucolor, Gunungsari. 
17. GRUJUGAN Taman, Grujugan Kidul, Pekauman, Sumber 
Pandan, Dawuhan, Dadapan, Tegalmijin, 
Wanisodo, Kabuaran, Wonosari, Kejawan. 
18. CURAHDAMI Curahdami, Jetis, Sumbersuko, Locare, 
Poncogati, Penambangan, Curahpoh, Petung, 
Pakuwesi, Kupang, Selolembu, Sumbersalak. 
19. BINAKAL Gadingsari, Binakal, Sumbertengah, 
Kembangan, Bandelan, Sumberwaru, 
Baratan, Jeruk Sok-sok. 
20. TEGAL AMPEL Tegal Ampel, Sekarputih, Karanganyar, 
Mandiro, Tanggulangin, Klabang, Klabang 
Agung. 
21. TAMAN KROCOK Trebungan, Sumberkokap, Paguan, Taman, 
Kemuningan, Gentong, Kretek. 
22. WRINGIN Ampelan, Sumbermalang, Sumbercanting, 
Banyuputih, Ambulu, Bukor, Wringin, 






Glingseran, Banyuwulu, Purnama. 
23. PAKEM Ardisaeng, Kupang, Petung, Gadingsari, 
Pakem, Patemon, Sumberdumyong, 
Andungsari. 
 
4. Legalitas dan Struktur OrganisasiPengadila Negeri Bondowoso 
a. Legalitas Organisasi Pengadilan Negeri Bondowoso 
Legalitas suatu lembaga adalah merupakan unsur yang 
terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau 
mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat dan 
negara. Dengan kata lain, legalitas sebuah lembaga harus sah menurut 
undang-undang dan peraturan, di mana lembaga tersebut dilindungi 
atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum  
pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.
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Sedangkan mengenai lembaga Pengadilan Negeri Bondowoso, 
kami memasukkan peresmian lembaga yang dilakukan oleh Kakanwil 
Departemen Kehakiman di Surabaya yang bernama Charis Soebijanto, 
S.H. pada tanggal 08 Agustus 1984 sebagai legalitas. 
b. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bondowoso 
Ketua : Khusaini, S.H, M.H 
a. Wakil Ketua :  
b. Hakim : Indah Novi Susanti, S.H., M.H. 
Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H. 
Subronto, S.H., M.H. 
Masridawati, S.H. 
Ridho Yudhanto, S.H.,M.Hum. 
Daniel Mario, S.H., M.H. 
Panitera : Djasman, S.H.,MH 
Sekretaris : Drs. Ec. Vediciadi M 
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Panitera Muda Perdata : Wiwik Sutjiati, S.H 
Panitera Muda Pidana : Affandi, S.H 
c. Panitera Muda Hukum : Heni Supriatin, S.H 
d. Panitera pengganti : e. Affandi, S.H. 
f. Wiwik Sutjiati, S.H. 
g. Heni Supriatin, S.H. 
h. Soffan A, S.H. 
i. Sri Indahyani, S.H. 
j. Sukardi, S.H. 
k. Ngatminati, S.H. 
l. Suhartini 
m. Juru Sita pengganti : n. Yuwono 
o. Sony A.S 
p. Moh. Sawir 
q. Erick W.S 
r. Ismail  
s. Darsono 
Kepala Sub. Bagian 
Kepegawaian, Organisasi, dan 
tata laksana. 
: Akh. Radianto 
Kepala Sub. Bagian 
Perencanaan, IT, dan 
Pelaporan. 
: Slamet Soegiharto, S.H 
Kepala Sub. Bagian Umum dan 
Keuangan. 
: Murti Triputranti, S.E 
 
c. Fungsi dan Tujuan Pengadilan Negeri Bondowoso 
a. Fungsi Lembaga Pengadilan Negeri Bondowoso 
Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada 
umumnya mengenai berbagai perkara sengketa sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan 
Umum. Sebagaimana pelaksana hukum positif bagi masyarakat 
pencari keadilan pada umumnya di Bondowoso memberikan 
kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional. 






melaksanakan fungsinya ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku 
pimpinan lembaga Pengadilan Negeri Bondowoso dibantu oleh wakil 
ketua dan pejabat struktural kepaniteraan dan sekretaris pengadilan.
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Pengadilan Negeri Bondowoso yang masuk dalam lingkaran 
peradilan umum mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, 
memutus (mengadili) dan menyelesaikan perkara, baik perkara pidana 
maupun perkara perdata ditingkat pertama pada wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Bondowoso.
98
 Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 
UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, selain 
mempunyai tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso 
mempunyai fungsi: 
1) Fungsi advisory (lembaga penasehat) 
Bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso dapat memberikan 
keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada 
instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, sebagaimana 




2) Fungsi pengawasan 
Bahwa ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melakukan 
pengawasan atas pekerjaan penasehat hukum dan notaris di daerah 
hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua 
Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 
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Kehakiman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat 1 Undang-
undang No 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum.
100 
3) Fungsi peradilan 
Bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata 
ditingkat pertama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum. 
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b. Tujuan Lembaga Pengadilan Negeri Bondowoso 
Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum yang menyebutkan “Peradilan Umum adalah salah satu 
pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada 
umumnya”. Pengadilan Negeri Bondowoso ini merupakan Pengadilan 
tingkat pertama yang terdapat di Kabupaten Bondowoso yang memiliki 
tujuan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan 




B. Penyajian Data dan Analisi 
1. Deskripsi Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Dalam Putusan 
Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw 
Dari beberapa saksi, diantaranya Encik Gani Fauzi alias Fausi, Agus 
Prayitno dan Tomar Prastyo alias Agung. Dalam melakukan aksinya 
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Agung Wicaksono ditemukan oleh para saksi diantaranya menurut Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa: 
 
“Pada Tanggal 19 Agustus Tahun 2019 Jam 04:30 malam sebelum 
menjelang adzan subuh kotak amal masjid yang biasanya berada di 
teras masjid, akan tetapi pada saat itu kotak amal tidak ada di depan 
masjid sehingga para saksi mencari kotak amal tersebut dan 
ditemukan disebelah utara masjid, kotak amal itu sudah dalam 
keadaan terbuka dan kaca-kaca yang berada dikotak amal sebagian 






Akibat adanya kejadian pencurian, para saksi setelah melakukan 
sholat subuh melihat hasil rekaman CCTV yang mana awalnya Agung 
Wicaksono itu masuk ke halaman Masjid Al-Khodijah dengan melompati 
pagar disebelah utaranya masjid sehingga masuk kedalam masjid, dan 
setelah masuk mengambil kotak amal yang berada di teras Masjid Al-
Khodijah dibawa ke depan kamar mandi di belakang masjid yang sebelah 
utara dan kotak amal itu disenter dengan lampu senter untuk dilihat isinya, 
sehingga karena ada isinya lalu dirusak dan uangnya diambil dimasukkan 
ke saku celana sebelah kanan, setelah uangnya dimiliki oleh Agung 
Wicaksono ahirnya dia pulang dengan melompati pagar sebelah utaranya 
masjid tersebut. 
Akan tetapi terdakwa mengambil uang kotak amal masjid 
mempunyai alasan yang kuat, diantaranya menurut Majelis Hakim: 
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“Bahwa uang yang diambil terdakwa bener-bener dikuasai oleh 
terdakwa.Terdakwa mengambil uang tersebut dengan tujuan untuk 




Karena kotak amal ada uangnya ahirnya kotak amal dibawa ke kamar 
mandi dibelakang masjid yang sebelah utara dan kotak amal itu dirusak 
dengan baut beton yang berada di masjid tersebut. Setelah rusak uangnya 
diambil dimasukkan kesaku celana yang berwarna coklat di sebelah kanan 
setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi masjid itu,  
sehingga uang yang diambil itu bener-bener dikuasai oleh terdakwa. 
Terdakwa mengambil uang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri 
agar bisa membayar hutang kepada temannya. 
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Kotak Amal Dalam Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN 
Bdw 
Didalam memberikan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Bondowoso menggunakan beberapa dasar hukum sebagai pertimbangan 
bagi perkara-perkara yang telah diajukan di Pengadilan Negeri 
Bondowoso, baik berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu: undang-
undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan oleh 
Majelis Hakim terhadap terdakwa seperti terdakwa sopan dalam 
persidangan. 
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Hakim adalah seseorang pembuat hukum, yang menetapkan, 
memunculkan sumber hukum, yang menemukan, menjelaskan, 
memperkenalkan dan menyingkapkan.
105
 Sedangkan kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. 
Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi 
wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap 
perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam 
pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan 
peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
106
 
Kewajiban seseorang hakim yaitu: hakim tidak boleh menolak 
untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian 
tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana 
berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam hal apapun 
menurut cara yang diatur dalamundang-undang ini pasal 1 ayat 9 (Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP.
107
 Pada hakikatnyahakim 
tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya 
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atau aturan hukumnya kurang jelas, Oleh karena itu hakim dianggap 
mengetahui hukum. 
Adapun tindak pidana pencurian di dalam hukum pidana diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 362-
367. Pasal-pasal tersebut dibedakan menurut jenis pencuriannya. Adapun 
perinciannya adalah: 
1) Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam pasal 362 
2) Pencurian dalam bentuk pemberatan (gagualifiseerd) pasal 363 
3) Pencurian dalam bentuk ringan (geprivilageerd) pasal 364   
4) Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365  
5) Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 
Sedangkan Majelis Hakim didalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw pelaku pidananya dijatuhkan Pasal 363 Ayat 1 
Bagian ke 5 dengan alasan karena apa yang dilakukan oleh terdakwa itu 
sudah terpenuhi unsur-unsurnya dan bukti-buktinya sehingga menurut 
Majelis Hakim yang paling tepat untuk diterapkan adalah pasal tersebut. 
Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah memutusakan dan menetapkan 
perkara dengan putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw, diantaranya 
yaitu: 
 
“Agung Wicaksono pada hari Minggu 19 Agustus 2018 telah 
melakukan pencurian uang kotak amal Masjid Al-Khadijah sebesar 











Sehingga dengan adanya pencurian di tempat masjid ini maka 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berhak memeriksa dan 
mengadili perkara ini lembaga Pengadilan Negeri Bondowoso, Bahwa: 
 
“Agung Wicaksono mengambil uang tersebut tanpa seijiin dan 
sepengetahuan dari Pengurus Ta’mir Masjid Al-Khadijah. Maka 
akibat perbuatannya harus diproses berdasarkan hukum yang 




Maksud Agung Wicaksono mengambil uang dalam kotak amal 
masjid itu adalah untuk dimiliki yakni untuk kebutuhan dirinya sendiri. 
Sedangkan alat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa 
Penutntu Umum (JPU) berupa menurut Majelis Hakim diantaranya: 
“1 buah kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat dengan 
ukuran 80cm X 30cm X 30cm dengan keadaan salah satu sisi kaca 
kotak amal pecah, 1 buah kotak amal terbuat dari aluminium warna 
silver ukuran 70cm X 35cm X 35 dengan kunci pengait gembok 
yang sudah dalam keadaan rusak, 1 keping DVD haris rekaman 
CCTV Masjid Al-Khadijah, 1 buah baut beton panjang 16 cm, 
yang mana hasil dari keterangan saksi dan terdakwa hasilnya 
menyatakan benar kalau beton itu milik Masjid Al-Khadijah, 1 
buah Kaos lengan pendek warna hitam dengan bergambar 
tengkorak warna putih, kuning dan merah, 1 buah celana panjang 
bahan kain warna coklat.Yang mana hasil dari keterangan saksi 
dan terdakwa hasilnya menyatakan benar kalau celana itu milik 
Agung Wicaksono, 1 buah Korek Api dalam kondisi patah yang 
terdapat lampu senter dibagian  belakang warna merah muda 
kombinasi biru.Yang mana hasil dari keterangan saksi dan 
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Dalam perkara ini Jaksa Penuntu Umum (JPU) telah membawa 7 
saksi yang di ajukan kepersidangan, akan tetapi yang hadir dalam 
persidangan hanya tiga orang saksi yang bernama Tomar Prasatya alias 
Agung, Agung Prayitno dan Encik Gani Fauzi alias Fauzi. Yang mana 
dalam sumpahnya ketiga saksi tersebut menerangkan pokok poinnya: 
 
“Ketiga saksi yang hadir dalam persidangan tersebut adalah 
pengurus Masjid Al-Khadijah, dan ketiga saksi tersebut 
mengetahui bahwa Masjid Al-Khadijah kehilangan uang kota amal 
pada hari Minggu 19 Agustus 2018, ketiga saksi tersebut 
menjelaskan bahwasanya yang melakukan pencurian adalah Agung 
Wicaksono dan mengambil uang kotak amal tersebtu. Sesuia 




Agung Wicaksono telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) dengan dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 363 Ayat 





Barang siapayang dimaksud ialah menunjuk kepada setiap orang 
sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana 
sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini telah 
dihadapkan di persidangan seorang Agung Wicaksono alias agung bin sei, 
yang identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga 
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tidak terjadi kekeliruan orang (error in personal) untuk dihadapkan 
sebagai Terdakwa di persidangan. 





Bahwa dalam hal ini terdakwa sudah mengambil uang yang berada 




Bahwa dalam hal ini terdakwa mengabil uang kotak amal masjid 
yang mana uang tersebut bukan haknya karena uang itu pada hakikatnya 
milik masyarakat dan uang itu hanya bisa diambil untuk kepentingan-
kepentingan masjid tersebut. 
 
“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang 
untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang 
yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu 




Maksudnya terkwa dalam tindakannya atau perbuatan mengambil 
uang kotak amal masjid sudah diatur dalam undang-undang bahwa 
perbuatannya sudah terlarang dan wajib dijatuhi hukuman yang layak 
sesuai apa yang dilakukan oleh terdakwa. 
 
3. Analisis Komparasi Hukum Positif dan Fiqih Jinayah Terhadap 
Putusan Majelis Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Kotak 
Amal Dalam Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw 
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a. Analisis hukum positif terhadap putusan Majelis Hakim tentang tindak 
pidana pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 
221/pid.B/2018/PN Bdw 
 
Tindak pidana pencurian kotak amal yang di lakukan oleh Agung 
Wicaksosno di Masjid Al-Khadijah Bondowoso. Perbuatannya 





Kasus ini sangat menarik untuk di kaji lebih jauh, seperti yang 
peneliti sampaikan pada latar belakang masalah, mengingat 
pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Bondowooso Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw tentang pencurian kotak 
amal masjid. 
Kasus ini termasuk kategori pencurian dengan pemberatan 
berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persingan. 
Agung Wicaksono telah  mengambil uang tunai sebesar 60.000 enam 
puluh ribu rupiah. yang  seluruhnya  atau sebagian kepunyaan orang 
lain dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang 
dipersiapkan dengan membawa alat senteruntuk meliat uang yang ada 
di kotak amal untuk mempermudah pencurian 
Pencurian ini menurut Majelis Hakim melanggar Pasal 363 Ayat 
(1) Bagian ke 5 KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri 
Bondowoso dengan putusan Nomor 221/Pid.B/2010/PN Bdw 
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memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama 
10 sepuluh bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar 5.000 limaribu 
rupiah. 
Menurut peneliti semua jenis tindak pidana pencurian adalah 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain 
tindak kriminal. Alasan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap kasus pencurian kotak amal 
yang di lakukan oleh Agung Wicaksono sudah terpenuhi semua unsur-
unsur undang-undang Pasal 363 Ayat 1 Bagian ke 5.Sehingga harus 
dijatuhi pidana, putusan pemidanaan dimana putusan pengadilan yang 
dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang dan 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
117
 
Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan 
pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri 
Bondowoso menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan 
yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana pendapat Majelis Hakim 
yaitu: 
“Terdakwa Agung Wicaksono telah bersalah berdasarkan barang 
bukti serta keterangan dan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang 
memberatkan, karena pencurian ini melanggar Pasal 363 Ayat 1 
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Menurut peneliti putusannya sudah di pertimbangkan secara 
seksama, terlihat dari penjelasan Majelis Hakim dalam 
mempertimbangkan keterangan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. 
Seperti keadaankeadaan pribadi, Majelis Hakim perlu untuk 
memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan masing-
masing.Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan 
orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dan sebagainya.
119
 
Agung Wicaksono selaku terdakwa pencurian kotak amal tidak hanya 
unsur-unsur dakwaan yang menjadi pertimbangan tetapi juga dalam 
alasan yang meringankan dan memberatkan. 
b. Analisis fiqih jinayah terhadap putusan Majelis Hakim tentang tindak 
pidana pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw 
Dalam hukum Islam dapatkah hukuman yang di tetapkan oleh 
Majelis Hakim dalam putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Bdw dapat 
di kategorikan sebagai tindak pidana dalam keadaan memberatkan dan 
layak di jatuhi hukuman penjara?. Menurut peneliti kaitannya dengan 
kasus ini apabila pencurian benar-benar telah dilakukan dan memenuhi 
syarat-syaratnya dan unsur-unsurnya maka bisa dihukum potong 
tangan sesuai dengan surat Al-Maidah Ayat 38. Allah berfirman: 
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Artinya: “pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah 
dipotong tangan keduanya, sebagai balasan pekerjaan 
keduanya dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha 





Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap 
sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi 
rukun atau syarat sebagaimana peneliti jelaskan di BAB II dibagian 
kajian teori. Sehingga pelaku tindak pidana ini wajib dijatuhi 
hukuman. Dan hukuman yang tepat menurut penulis yaitu hukuman 
ta’zir. Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu 
perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan 
Rosulullah, karena kewenangan dari Majelis Hakim dalam 
memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang 
buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa, 
begitu juga Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso. 
Menurut peneliti apa yang di putuskan oleh Majelis Hakim dalam 
pemutusan perkara tindak pidana Agung Wicaksono selaku terdakwa 
pencurian kotak amal Masjid Al-khadijah Bondowoso dengan 
hukuman 10 bulan penjara sudah sesuai dalam hukum pidana Islam 
yaitu hukuman ta’zir, dimana dengan tujuan supaya ada efek jera agar 
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tidak mengulangi lagi tanpa harus di potong tangannya. Dalam hal ini 
Majelis Hakim ketika memberikan hukuman kepada terdakwa telah 
memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri 
terdakwa terlebih dahulu, dengan maksud agar penjatuhan pidana yang 
diberikan agar mencapai  keadilan.
121
 
Maka dari itu, apabila seseorang terdakwa didalam persidangan 
berkata sopan dan mau mengakui perbuatanya maka Majelis Hakim 
dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa 
penuntut umum. Dan itu juga sudah di lakukan oleh terdakwa yang 
telah mengakui kesalahannya.Selain itu juga, tersdakwa juga 
memberikan pembelaan bahwa dirinya masih mempunyai tanggungan 
keluarga. Ini sesuai dengan pertimbangan keputusan yang telah di 
lakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh 
Qasim bin Abdurrahman bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri 
harta Baitul Mal, lalu Sa’ad bin Abi Waqas menulis surat kepada 
Khalifah Umar perihal laki-laki tersebut, Umar pun membalas surat 
Sa’ad yang isinya pelarangan potong tangan bagi pencuri karena ia 
menganggap pencuri itu mempunyai hak terhadap harta Baitul Mal.
122
 
Dalam perkara yang pernah terjadi dimasa khalifah bahwa Umar 
tidak melaksanakan hukuman potong tangan karena ia meneliti subjek 
pelakunya yang berada dalam keadaan darurat, yaitu kesulitan 
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mendapatkan makanan ketika itu. Dalam hal ini sesuai dengan apa 
yang di lakukan oleh Agung Wicaksosno selaku terdakwa pencurian 
kotak amal di Masjid Al-khadijah Bondowoso.  
 
C. Pembahasan Temuan 
1. Deskripsi Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Dalam Putusan 
Nomor 520/pid.B/2018/PN Jmr 
Dalam melakukan penelitian oleh peneliti kepada Majelis Hakim dan 
pihak-pihak yang terkait serta yang terlibat maupun yang mengetahui 
penyebab terjadinya pencurian saksi-saksi keterangannya itu melalui 
rakaman CCTV ataudan alat bukti yang lainya. 
Agung Wijaksono pada jam 01:00 malam itu pulang dari sebuah 
toko warung kopi dan kebetulan saat pulang kerumahnya yang di Paldam 
Nangkaan, dengan jalan kaki karna tidak bawa kendaraan dan saat sampai 
didepan Masjid Al-Khadijah, timbullah niat Agung Wicaksono untuk 
masuk kedalam masjid dan mengambil uang karna pada saat itu situasinya 
sangat sepi sekali. Sehingga terdakwa memanjat sebuah pagar sebelah 
utara masjid yang tingginya hanya 200 cm lalu melompat kehalaman 
masjid dan menuju teras masjid yang ada kotak amalnya dan menyenter isi 
kotak amal yang diteras itu. 
Karena kotak amal ada uangnya ahirnya kotak amal dibawa ke kamar 
mandi dibelakang masjid yang sebelah utara dan kotak amal itu dirusak 
dengan baut beton yang berada di masjid tersebut. Setelah rusak uangnya 






setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi masjid itu,  
sehingga uang yang diambil itu bener-bener dikuasai oleh terdakwa. 
Terdakwa mengambil uang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri 
agar bisa membayar hutang kepada temannya. 
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Tindak 
Pidana Pencurian Kotak Amal Dalam Putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw 
Pada hakikatnya Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangn itu 
adalah dengan cara musyawaroh majelis, sehingga putusan hakim itu 
bener-bener adil sesuai dengan peraturan yang berlaku, adapun 
pertimbangan hakim yang peneliti temukan berdasarkan wawancara yang 
peneliti laksanakan di Pengadilan Negeri Bondowoso yaitu: 
a. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta 
hukum yang didakwakan oleh jaksa tehadap terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, dalam hal ini terdakwa mengakui perbuatannya sehingga 
Majelis Hakim melakukan keringan terhadap hukuman karna terdakwa 
sudah menyesali atas apa yang dilakukannya. 
b. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan 
dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Bagian 
ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1) Barang siapa 






3) kepunyaan orang lain 
4) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk 
masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang 
diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu. 
Bahwa dalam hal ini terdakwa  sudah merusak salah satu sisi 
kaca kotak amal masjid dan telah mengambil uang. Lalu uang tersebut 
dibuat membayar hutang oleh terdakwa, Sehingga unsur-unsur yang 
didakwakan oleh jaksa sudah terpenuhi secara sempurna berdasarkan 
fakta yang ada dalam kejadian 
Dalam melakukan penelitian kepada Majelis Hakim dapat 
penulis simpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 
pidana itu memiliki alasan-alasan, dalam hal ini Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bondowoso dalam menjatuhkan sanksi terhadap 
tindak pidana pencurian kotak amal masjid ada beberapa alasannya, 
diantaranya: 
1) Karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Bagian ke-5 KUHP 
telah terpenuhi, sebagaimana peneliti sampaikan di BAB II, 
sehingga  terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 






2) Karena mulai dari awal persidangan sampai pembacaan putusan 
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf sehinggadengan demikian 
terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 
3) Karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya 
sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
4) Karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan 
penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan 
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim 
5) Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa 
dilandasi alasan hukum yang cukup sehingga perlu ditetapkan agar 
terdakwa tetap ditahan 
6) Karena terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) yang berupa:  2 (dua) buah kotak amal masjid dan 1 
(satu) buah beton yang mana terhadap barang bukti tersebut diatas, 
Majlis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan 
7) Karena untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sehingga 
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan terdakwa. 
a) Keadaan  yang  memberatkan: 






- Terdakwah sudah berulang kali di hukum 
b) Keadaan yang meringankan 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulangi lagi perbuatannya. 
3. Analisis Komparasi Hukum Positif dan Fiqih Jinayah Terhadap 
Putusan Majelis Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Kotak 
Amal Dalam Putusan Nomor 520/Pid.B/2018/PN Jmr 
a. Analisis hukum positif terhadap putusan Majelis Hakim tentang 
tindak pidana pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw 
Dalam hukum pidana yang dianut oleh negara Indonesia 
seseorang hakim berhak atau berwewenang memutuskan sesuatu 
perkara dengan alasan-alasan atau bukti yang dapat meyakinkan 
hakim bahwa orang tersebut telah pantas untuk dijatuhi hukuman.  
Dalam hal ini dijelaskan bahwa kejahatan bentuk ini 
merupakan suatu delik, dimana yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman itu adalah suatu perbuatan mengambilnya.Uang pada 
kotak amal bukan milik perseorangan.Isinya sumbangan banyak 
orang, sehingga tak ada pihak yang bisa mengklaim sebagai 
pemilik. 
Kotak amal adalah aset publik yang pengelolaan dan 






pengurus rumah ibadah. Jika dana yang terkumpul dikualifisir 
sebagai aset milik publik, maka hukuman terhadap pelaku bisa 
lebih berat. Tetapi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP 
tak membedakan pencurian atas aset pribadi dengan aset publik. 
Pasal 362 KUHP ini merumuskan siapapun yang 
mengambil barang sesuatu, seluruh atau sebagian kepunyaan orang 
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, pidana penjara maksimal 5 tahun dan 
denda maksimal 900 rupiah. Hukuman denda ini tentu disesuaikan 
dengan perkembangan nilai mata uang. Sehingga berdasarkan pasal 
tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada kasus 
pencurian kotak amal masjid ini menjerat terdakwa dengan Pasal 
363 Ayat 1 Bagian ke 5. 
b. Analisis fiqih jinayah terhadap putusan Majelis Hakim tentang 
tindak pidana pencurian kotak amal dalam putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw 
Orang yang mencuri di syaratakan dia sudah seorang yang 
baliq, berakal dan atas kemauannya sendiri, baik dia kafir dzimmi 
ataupun seorang muslim ataupun orang yang murtad.Sehingga 
dengan demikian tidak wajib dipotong tangan apabila pencurinya 
itu anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa sesuai dengan 






tangannya menurut qaul yang ashah, Sebagaimana peneliti jelaskan 
dalam BAB II. 
Dapat peneliti pahami dalam perkara pencurian tersebut, 
bahwa terdakwa dalam kasus pencurian kotak amal telah 
memenuhi rukun-rukun pencurian kecuali pada nisab pencurian. 
Sehingga hukuman hudud pada tindak pidana sariqoh berupa 
hukuman potong tangan seperti yang tertera dalam surat Al-
Maidah Ayat 38 tidak dapat di berlakukan. Tetapi walaupun 
demikian rukun-rukun lain yang telah tepenuhi menjadi bahan 
pertimbangan dalam penetapan hukuman agar menimbulkan efek 
jera pada pelaku tidak pidana pencurian. 
Dalam hukum Islam seorang hakim tidak boleh 
memutusakn suatu perkara dengan hukuman had apabila pelaku 
pencuri itu belum terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah 
ditetapkan dalam hukum Islam. Akan tetapi apabila ada orang yang 
melakukan pencurian akan tetapi tidak terpenuhi syarat dan 
rukunnya sebagaimana di jelaskan dalam kitab fiqih dikatakan 
pencurian percobaan. 
Percobaan melakukan pencurian dalam fiqih dikenal istilah 
Al-jarimah ghair attammah (tindakan pencurian yang tidak 
sempurna) sebagaimana peneliti jelaskan dalam BAB II. 
Contohnya misalnya seseorang baru memulai tindakan 






barang curian dari tempatnya. Menurut mayoritas ulama’ perbuatan 
tersebut ini belum dianggap sebagai pencurian yang dikenai 
hukuman had akan tetapi dikenai hukuman ta’zir.
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Di dalam kasus ini terdakwa sudah bisa menikmati hasil 
uang yang diambil dari kotak amal, akan tetapi harta yang dicuri 
tidak mencapai nisab pencurian. Jumhur dari ulama Maliki, ulama 
Syafii dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nisab pencurian 
adalah seperempat dinar syari’ atau tiga dirham syari’murni. Atau 
yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Maliki dan 
ulama Hanafi, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian 
selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan 
dirham, sedangkan menurut ulama Syafii adalah dengan 
menggunakan patokan seperempat dinar.
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Artinya: Dari „aisyah bahwa rasulullah saw bersabdah: 
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Sudah diketahui bersama, bahwa dinar itu timbangan berat 
emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar 
=12x1,12 gram emas = 13,44 gram emas. 1 dinar = 13,44 gram 
emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan 
apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dinar (13,44) gram 
emas dibagi 4 = 3,36 emas gram, sedangkan harga emas sekarang  
per gramnya Rp 792.500, kalau dikruskan harga emas sekarang 
3,36 x Rp. 792.500,- = Rp 2.626.200,- .
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Mayoritas di kalangan Syafi’I, Maliki dan Hanafi 
berpendapat bahwakadar sau nisab pencurian itu seper empat dinas 
emas. Jika dihitung dengan gram bahwa satu dinar itu timbangan 
berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1, 42 gram, 1 
dinar =12x1,42 gram emas = 17 gram emas. 1 dinar = 17 gram 
emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan 
apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dinar (17) gram 
emas dibagi 4 = 4, 25 emas gram, sedangkan harga emas sekarang  
per gramnya Rp 792.500, kalau dikruskan harga emas sekarang 4, 
25 x Rp. 792.500,- = Rp 3.368.100,- .
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Oleh karena itu, menurut peneliti, putusan yang diberikan 
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap 
terdakwa Agung Wicaksono yaitu hukuman penjara selama 10 
(sepuluh) bulan sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena 
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sudah di ringankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Bondowoso dari tuntutan 12 bulan menjadi 10 bulan dan bentuk 
hukumannya juga sudah sesuai dengan hukuman yang diterapkan 
yaitu hukuman ta’zir dengan penjara 10 bulan dengan tujuan 








1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 Terdakwa mengambil 
uang kotak amal masjid. Terdakwa awalnya nongkrong di warung kopi, 
pada sekitar jam 01:00 Terdakwa pulang menuju rumahnya setelah sampai 
di depan masjid melihat situasi dilingkungan masjid dalam keadaan sepi. 
sehingga terdakwa masuk ke Masjid Al-Khodijah dengan melompati pagar 
sebelah utaranya masjid lalu mengambil kotak amal dibawa kedepan 
kamar mandi di belakang masjid yang sebelah utara, dan kotak amal 
disenter untuk dilihat isisnya sehingga uangnya diambil dimasukkan 
kesaku celana sebelah kanan. 
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang 
telah memutusakan dan menetapkan perkara dengan putusan Nomor 
221/Pid.B/2018/PN Bdw, kepada AgungWicaksonodiantaranya: 
a. Telah terbukti melakukan pencurian uang kotak amal masjid sebesar 
60.000 rupiah di Masjid Al-Khadijah 
b. Mengambil uang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pengurus ta’mir 
Masjid Al-Khadijah 
c. Mengambil uang dalam kotak amal masjid untuk dimiliki kebutuhan 
dirinya sendiri 
d. Majelis Hakim menyetakan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam 






e. Telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan 
tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Bagianke 5 
KUHP 
3. Menurut hukum positif kasus ini termasuk kategori pencurian dengan 
pemberatan. Karena Agung Wicaksono telah mengambil uang tunai 
sebesar 60.000 enam puluh ribu rupiah. Pencurian ini menurut Majelis 
Hakim melanggar Pasal 363 Ayat (1) Bagian ke5 KUHP, dan di ancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan 
Pengadilan Negeri Bondowoso dengan putusan Nomor 
221/Pid.B/2010/PN Bdw, memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi 
hukuman penjara selama 10 sepuluh bulan dan dikenakan biaya perkara 
sebesar 5.000 lima ribu rupiah.  
Sedang apabila dikaji menurut pandangan Islam menurut peneliti 
kasus ini tidak termasuk pencurian yang dikenai hukuaman had karena 
tidak terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga hukuman yang paling pantas 
adalah hukuman ta’zir, karena uang yang diambil tersebut belum mencapai 
senisab. 
B. Saran-Saran 
1. Diharapkan aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman lebih 
cermat terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian 
uangk otak amal masjid khususnya Masjid Al-Khadijah Bondowoso. 
Dalam penjatuhan hukuman harus mempunyai efek yang menjerahkan 






2. Adanya peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
mentaati peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan. Hal ini 
dilakukan agar masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk 
saling menjaga lingkungan sekitar, terutama keaman dan ketentraman 
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B. Hakim Anggota 
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3. Metode Analisa 
Data: 
A. Deskriptif 
1.    Bagaimana Deskripsi 
Tentang Tindak Pidana 
Pencurian Kotak Amal 
Dalam Putusan Nomor 
520/Pid.B/2018/PN Bdw? 
2.    Bagaimana Dasar 
Pertimbangan Majelis 
Hakim Terhadap Tindak 
Pidana Pencurian Kotak 
Amal Dalam Putusan 
Nomor 520/Pid.B/2018/PN 
Bdw? 
3.    Bagaimana Analisis 
Komparasi Fiqih Jinayah 
dan Hukum Positif 
Terhadap Putusan Majelis 
Hakim Tentang Tindak 
Pidana Pencurian Kotak 
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